
BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

OTA CIL.EGON 

TAHUN : 2016 NOMOR: 4 

PERATURAN WALIKOTA CILEGON 

NOMOR 4 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 11 

TAHUN 2012 TENT ANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA CILEGON 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA CILEGON, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah dan bantuan sosial 

di Pemerintah Kota Cilegon agar dapat berjalan dengan baik 

dan taat administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka perlu meninjau 

kembali terhadap Peraturan Walikota Nomor 1 1  Tahun 2012 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Cilegon; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 1  

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Cilegon; 

Memperhatikan . . .  
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1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5234); 

11 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5430); 

12. Undang .. .  
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakbir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NomOr 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

18. Peraturan . . .  
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Batuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 540); 

20. Peraturan Daerah Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok­ 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2010 Nomor 5); 

21. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11  Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersuber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Cilegon (Serita Daerah Kota Cilegon 

Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersuber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 1  TAHUN 2012 TENTANG TATA 

CARA PENGANGGARAN, PELAKSANMN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING 

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA CILEGON. 

Pasal . . .  
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cilegon 

Nomor 11  Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Cilegon diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 7 Ayat (7) huruf d diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari 

kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang 

wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Cilegon. 

(2) Satuan Kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Resort Daerah 

dan Komando Distrik Militer dalam rangka pengamanan 

pemilukada, Komando Distrik Militer dalam rangka TN! 

masuk Desa. 

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada 

Daerah Pemekaran. 

(4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik 

Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima 

pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah 

Kota Cilegon. 

(6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang 

memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, 

pendidikan, keschatan, keagamaan, kesenian, adat 

istiadat, dan keolahragaan non-profesional. 

(7) Hibah . . .  
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(7) Hibah kepada Kelompok orang yang memiliki kegiatan 

tertentu sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah sebagai 

berikut: 

a. Bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok 

petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, 

kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri 

rumah tangga; 

b. Bidang pendidikan, meliputi satuan pendidikan negen 

dan/atau swasta, organisasi profesi pendidikan, 

yayasan pendidikan, dan balai yang mengelola pelatihan 

keterampilan; 

c. Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok 

masyarakat yang melayani bidang kesehatan; 

d. Bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan 

masjid, mushala, dan sarana ibadah lainnya, Panitia 

kegiatan STQ/MTQ, Panitia Perayaan Pesparawi, PHBl 

dan organisasi keagamaan lainnya; 

e. Bidang kesenian, meliputi kelompok masyarakat yang 

bergerak di bidang seni tari, seni beladiri dan musik 

tradisional; 

f. Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola 

pelestarian dan pengembangan adat istiadat; 

g. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia 

Lomba Olalrraga antar Kecamatan, Panitia Lomba 

Olalrraga Tradisional. 

(8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada 

organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, meliputi Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI), organisasi 

masyarakat yang terkait dengan penanggulangan 

HIV/ AIDS Tingkat Kota, Palang Merah Indonesia Tingkat 

Kota, Penanggulangan Narkoba. 

2. Ketentuan .. .  
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2. Ketentuan Pasal 30 Ayat (4) diubah, schingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 30 

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan 

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar, meliputi pemberian motivasi dan diagnosis 

psikologis kepada cacat mental, perawatan dan 

pengasuhan orang tua jompo. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan 

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial 

seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan 

konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah 

hukum. 

(3) Pemberdayaan sosial scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan 

seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami 

masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi pemberian 

stimulan, modal peralatan usaha dan tempat usaha bagi 

pedagang makanan/ minuman a tau mainan anak 

tradisional. 

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga 

untuk menjamin penerima bantuan agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) Penanggulangan kemiskinan scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, 

program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, 

keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai 

atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, 

meliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan 

akses pelayanan perumahan, dan/ atau penyedian 

pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha 

kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin. 

(6) Penanggulangan . . .  
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(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya 

yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan 

kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban 

bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi 

dan diskriminasi. 

3. Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 49 

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi 

pertanggungjawaban atas pemberian hibah dan bantuan 

sosial; 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai 

tugas dan fungsi pengawasan. 

4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 50 

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdapat 

penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai 

dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau 

bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Ketentuan Lampiran III Huruf A diubah, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal .. .  
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Pasal II 

Peraturan Walikota fill mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan W alikota Cilegon fill dengan 

penempatannya dalam Betita Daerah. 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal 19 Januari 2016 

Pj. WALIKOTA CILEGON, 

ttd 

SUYITNO 

KOTA CILEGON, 
..A' 

Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal 19 
u l 

SEKRETARIS DAE 

ABDUL HAE.IM LUBIS 

BERITA DAERAH K: TA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 4 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA CILEGON 

NOMOR 4 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 

CILEGON NOMOR 1 1  TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANMN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA CILEGON 

A. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPHD) 

DALAM BENTUK UANG 

Pada hari 1m , tanggal .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Bulan 
Tahun Yang bertanda tangan dibawah ini : 

I. Nama 

Jabatan 

Unit Kerja 

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Cilegon yang selanjutnya disebut 
PIHAK PERT AMA. 

II. Nama 

No.KTP 

Jabatan dalam 

Organisasi 

Alamat 

Yang bertindak untuk dan atas nama Organisasi/Lembaga/ Kelompok 
Masyarakat/ Kelurahan Kecamatan . 
Kota Cilegon yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1)  PIHAK PERT AMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar 
Rp ,- (terbilang: Rupiah); 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dipergunakan untuk : 

a. 

b. 

C. 

d. Ost 

Pasal . . .  
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Pasal 2 

( 1 )  Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan ; 
(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK 

PERTAMA, dengan dilampiri: 
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 
b. Fotocopy Rekening Bank yang masih aktif; 
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. 
(3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hi bah dari PIHAK PERT AMA segera 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 3 

( 1 )  Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan 
kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dan 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; 

(2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan meyampaikan laporan penggunaan 
hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait dengan batas waktu 
maksimal tanggal 10 Januari tahun berikutnya. 

Pasal 4 

( 1 )  PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, 
tidak atau belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 

(2) PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait berhak melaksanakan evaluasi dan 
monitoring pertanggungjawaban atas penggunaan hibah berdasarkan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA; 

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh 
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi 
oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh 
Pemerintah Kota Cilegon. 

Pasal 5 

( 1 )  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), dan lembar 
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai 
kekuatan hukum sama; 

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam 
Addendum. 

PIHAK KEDUA 

(NAMA PENERIMA HIBAH) 

PIHAK PERTAMA 

(NAMA PEMBER! HIBAH) 

Pj. WALIKOTA CILEGON, 

ttd 

SUYITNO 


